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PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA
'-¢wJPT}ﬂ

gara’ berdasark . 'Kemgman untuk
mewujudkan ra - berdasarkan “hukum”
(rechistaat) mu'ah.. ang harus selalu mendasan :
pend 1 tkan tmggz hukum Indonesm o :

Suafu uraian tentang bagaimana kiranya pendidikan tinggi hukum di
masa’yang akan datang”(dalam hal ini dalam 25 tahun yana akan datang)
tentunya tidak: lepas dari pendldikan tinggi hukum sekarang ini (dalam tahun"
1970-1995). Dan apa yang ada sekarang, tidak mungkin lepas dari keadaan'
yang telah lalu (antara lain dalam tahun 1945-1970). Tetapi pendidikan tinggi

'Dlsamp.a.lk:a.n dalam Temu Wicara "Pelaksanaan Pembangunan Hukum :Dalam PIP L™ yang-
dxsclcnggarakanoich Badan P-..mbmaan Hukum Nasional, DepanemnKehahman Jakarta, 14 Juni i995 g
Pcnzzi:s sanga: benenma kamh Lepada me' Hars_]a W. Bachuar dan Sdr Koesmm Slswosoebroto,

SH yang telah membantu a.l. dengan memmjamkan bahan dan arsip mereka tentang pendidikan hukum,

khususnya.semasa Hindia: Belanda. Namun, interpretasi bahan dan isi makalan sepenuhnya ianggung
Jjawab penulis, o i




19.6 Y Hukum dan Pembangunan

hukum (seperti pula pendidikan tinggi teknik dan pendidikan tinggi kedok-
teran) ‘telah mulai janh sebelumnya.di: Indonesia: Yaitu sebelum Pérang
Dunia:Kedua (1940-1945) pada waktu Indonesia masih dikuasai pemerintah
Hindia Belanda. | |
Karena itu suatu uraian sejarah (meskipun dilakukan secara singkat dan
hanya akan memberi gambaran umum) tidak dapat dihindari. Dari penga-
laman sejarah ini kita dapat mengetahui apa: yang:masih dapat kita perta-
hankan dari pendidikan tinggi hukum yang lama, dan mana yang sudah perln
disempurnakan ataupun diganti. Melalui Undang-Undang Dasar yang disah-
kan tanggal 18 Agustus 1945 (selanjutnya UUD. 1945) kita menyatakan
bahwa ne publik Indonesia adalah.negara berdasarkan hukum. Salah
satu-fungsi pendidikan tinggi hukum Indoriesia adalah mengamalkan amanat
UUD 1945 tersebut. Rumusan lengkap dan otentik UUD 1945 adalah yang
dimuat dalar Berita Republik Indonesia, tahun ke-I1, nomor- 7, pada hala-
man 45-48, dengan penjelasannya di halaman 51-56. Pemahaman kita ten-
tang "negara berdasarkan hukum' (rechisteat) inilah serta keinginan kita
mewujudkannya, yang selalu harus mendasari pendidikan tinggi hukum Indo-
nesia. Usaha para akademisi hukum untuk masih memperdebatkan pengertian
"negara hukum" itu, harus dilihat sebagai salah satu kegiatan dalam pendi-

dikan tinggi hukum untuk mengamalkan amanat UUD 1945. B [
- Masa pendudukan militer Jepang. di Indonesia (. mulai bulan Maret
1942) mempunyai dampak pula pada pelaksanaan hukum:di Indonesia, tidak
saja karena dibentuknya Peradilan Militer Jepang (Gunrirsu Kaigi) tetapi juga
karena Peradilan Sipil diletakkan di bawah Pemerintahan Militer (Gunsei
Hooin). Perubahan ini dilakukan melalui peraturan yang dinamakan Osarmu
Gun Rei No. 1 (2 Maret 1942). Sejarah mencatat bahwa semua gurubesar
Belanda di Jakarta ditangkap dan gedung Rechtshogeschool menjadi kantor
Kempeitaito, ol v S5m0 e :

... Rechrshogeschool atau RH di Batavia (nama lama J akarta) merupakan:
lembaga pendidikan tinggi (hooger onderwijs) yang kedua setelah Technische
Hogeschool atay. TH: di Bandung. Mula-mula Pemerintah Hindia Belanda

Masa pendudukan militer Jepang ini jarang dibicarakan dalam pembshasan tentang perkembangan
hukum di Indonesia. Mungkin ksrena wakiy pendudukannys yang relatif pendek (+ 3,5 tahun) dan tidak
ada arsip-arsip yanglengkap. Menurut saya masa tiga setengah tahun ini patut dipelajari-para ahli sejarah
hukum dan ahli sosiologi hukum. Penghapusan sistern hukum Hindiz Belanda (termasuk hukum acara
pidana HIR yang sebenarnya belum pernah sungguh-sungguhdiberlakpkandi Hindia Balanda, karena bam
diundangkantzhun 1941 menpganti IR) dan sikap “he:_ﬁnusuhan" terhadap "hukum Hindis Belanda®, telah
mempunyai dampak yeng besar pada pandangan orang Indonesia terhadap hukum barat dan tatacera
peradilannya. Sebajknya kita mulsi mempelajari dengan sungguh-songguh apa yang sebenarnya terjadi
di Tanah Air kita selama tiga selengah tahun it dan tidak melihatnya sebagai suatu “intermezzo™ (lihat
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- dalam.pendzdlkan untuk ahli hukum hanya menyediakan sekolah yang mery=
E pakan anjutan: dari sekolah dasar. Eropa (Europees Lagere School - -ELS)
1k pendidikan selama enam-tahun (karena:ite-dilihat dari lama pendi-
usannya sama dengan lulusan SLTA sekarang). Sekolah ‘hukum ini
) tahun 1909 (S.09-93) dengan nama' Opleidingsschool voor Inland-.
. sche Rechiskundigen (OSVIR), yang juga seperti STOVIA dan NIAS (yang - -
: ntuk mendidik:"dokter Jawa" dan “indische-arisen®), hanyamene- -
ak muda pnbuml untuk dididik menjadi "ambtenaar hukum” (rechr— :

tahan yyang selama ini-dipegang-oleh orang Eropa (Europeanen)
Adalah lain sekali'tujuan dari pendidikan di RH; seperti yang dikatakau
Paul Scholten dalam pidato pembukaan RH (28 Oktober 1924):. .. zij is
hoogeschool, zal dus weienschap moeten nastreven ...” ("... dxa adalah
sekolah tmcgl karena itu harus: mengejar ;imu pengetahuan ) dan seian- 1
' Jutnya ‘bagian dari pidatonya:® i
Tot nu: toe sprak-ik over de Rechtshoogeschool als hooge-school '
stik:moet nog stil staan-by het feir,'dar het een faculteit van
. reckrsgefeerdheld is, die hier is gesticht. Die stichting voldoer niet =~
iglleen aan een begeerte naar weten, ook naar een begeerte naar
wvirecht! Zy valt in.een tijd van crisis voor recht en rechtsweternschap
i beide: ... Is er ooiteen tijd geweest, die meer reden gaf dan'de
' i onzeom de vraag the stel-len, of er wel zoo'iets als recht bestaar?
« i Nuja, er zijn werten, er Zijn regels, maar-zijn dat niet regels, die '
icigeldenjuist zoolang als een machthebber dat wil en die verbroken ™+
worden als die machthebber naar groter macht grijpt?”

”'I‘echmschc Hoogeschooldsbuka oleh Gubemur Jcnderal pada !anggal 3 Juh !920 st:bagax iembaga
swisia (particuliere instelling) dati “Koninklijk Instirt voorhaogertechmsch ondervijs in Nederlandsch-'
Indie” yang berkedudukan di Amsterdam (kemudian TH int diambil alih oleh Negara pada tanggal 18

" Oktober 1924 dengan Keputusan Guberaur Jenderal tanggal 14 Oktober 1924, No. 2, dalam $-24-476).
SedangkanRH sendin dibuka oleh Gubernur Jenderal D. Fock (yang juga seorang Meesierin de Rechien)
dalam suatu upacara tanggal 28 Oktober 1924, dimana sebehumnnya Prof. Mr. P. Scholien, gurubesar
{!mvers:ias ‘Amsterdam, mermberikan pldato {réde). Paul Scholtén’ memang diutus ke Hindia Belanda
uniak? ‘mempersiapkan pendman RH cian mcn]ad: dekannys fvoorziter) pertama uituk Jbeberapa bulan,”
sebelim menyerahkamyake?ada Prof: Mr. T Van Kan' (dlkasakanhahwa Scholen adalah " pencipta” atan”

schepper -dari ' RH ‘sedangkan Van Kan adalah "eerste’ uithouwer ¢n onderiwuder atau yang penama
gkan dan memehhara lembaua :zu) (hhat pu]a Lamptran-ﬂ}

@ ’Dzkuup dan pa mﬁet iepas Opmmg der Rfc!z:shoogem’zml Tz Eamwa ap 28 Ocmber 19”4 yang
mcmuaz piagam : (vorkends} .pembukaan, pidato.: (Openmgmam’) Direlaur: Pendidikan den- Agama:
(Eeredienss):1.F W, Van Der Meulen, pidate. (Rede): Prof Mr. P.:Scholin,: pidato: f??zde) Gubermur
Jenderal Mr: D. Feck, sejumiah folo dan dafiarhadiah-hadish yang diberikan kepada RH oléh a1 Paku!
Buwono X SusvhunenSurakarta, Hamenghs Buwono Vil Suimu Yegyakana danghks Negem VII, Paku® -

2 lmann LT O 1 Te o X M W A T ST T - T .

> _sambz‘enaar - yang akan menempati 3abatan 1abatan rendah dalam’ pemerm—- s
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+("sampai kini saya bicara mengenai Sekolah Tinggi Hukum seba-:
gai-sekolah tinggi. ....saya masih harus berhenti pada kenyataan
bahwa yang didirikan sekarang ini adalah fakultas ilmu’ hukum
Lembaga ini tidak hanya memenuhi hasrat untuk mengetahui, juga
hasrat untuk hukum. ‘Hal ini terjadi dalam masa krisis tentang-
edua-duanya hukum dan ilmu pengetahuan hukum, ... Adakah-
pernah suatu masa yang memberikan alasan yang lebih baik untuk:

engajukan pertanyaan, apakah ada yang dinamakan hukum itu?.
- Tentu:saja; ada-und ang-undang; ada aturan-aturan, tetapi apakah in

bukan aturan-aturan, yang berlaku hanya selama seorang peme-+:
. -, gang-kuasa menghendakinya :dan yang akan .dilanggar apabila si

. pemegang-kuasa meraih kekuasaan yang lebihbesar?”). - .7

- -Mendengar ucapan Paul Scholten, yang disampaikan.lebih dari tujsh-
puluh (70) tahun yang lalu, kita dapat bergumam sendiri bagaimana beratnya
tugas yang. diberikannya kepada RH dalam suatu masyarakat kolonial: Dan
gumaman itu dapat kita lanjutkan, dengan mengatakan betapa kelirunya para
pengritik RH yang sering menyatakan kekecewaannya tentang pendidikan RH
karena hanya bertujuan menghasiikan "ambtenar-hukum" atau. "yuris-birok-
rat”, dan berkesimpulan bahwa kurang berhasilnya pendidikan tinggi hukum
yang sekarang adalah karena "keras kepala®-nya pendidikan ini yang tidak
mau’ melepaskan diri dari pendidikan di RH vyang bersifat kolonial. Seba-
gaimana diketahui oleh para pakar-yang mempelajari. masyarakat, ‘tidak
mudah uptuk mengetahui hubungan sebab-akibat dalam suatu gejala sosial
dan karena itu seorang pengamat sosial diharapkan untuk selals berusaha
bersifat netral dan tidak terperangkap dalam keinginan "mencari kambing
hitam” (atau "evil cause evil falacy").* Kehati-hatian dan sikap tidak cepat
mengambil kesimpulan ini diperlukan, karena akanmembantu mencari sebab
permasalahannya yang benar dan tidak memandangnya sepihak. Mengetahui

.-.*Payl Scholien dikena) di Indonesia .(dalam kalangan hukum):teratama karena pengolahannys
(Bewerking) aias buku-seri Asser terutama buku dlgemeen Deel (1931) yang dianggap suatu buku klasik
dalam filsafat hukum. Kargna penentangannya kepada pendudukan Belanda oleh Jerman (PD-ID, mska
tahun 1942 dia dipecat dari jabatannya dam bam dipulihken kembali sebagai gurubesar di Universitas
Amsterdam setelah perang selesai, Namun tanggal 25 Oktober 1945 dia menyampaikan pidato perpisahan
{dfscheidsrede) dan meninggal 1 Mei 1946, Pandangan yang sangat kritis terhadzp pendidikan linggi
hukum Indonesia dengan mempersalahkan pendidiken RE adalsh antars lain pidato Menteri Kehakiman
Ismail.Saleh, SH pada Kongres PERSAHI di Yogyakara (11-12 Desember 1986) dan karangan Prof,
Seetandyo Wignjosoebroto, "Perkesmbangan Hulum Masional Dan Pendidikan Hukum Di Indonesia Pada
Era Pascakolonial®, makalah yang disampaikan dalam Penataran Pengajaran Antropologi Hokum dan
Sosiologi Hukum untuk Staf Peagajar Fakultas Hukum Seluruh Indonesia (@ Fakultas Hukum Universitas’
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o (rechtskund:gen} Yang kedua adalah misi pada-Rechrshoogeschoo! (1924)
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akar permasalahan dengan baik' diharapkan dapat membantu usaha meme—: :
masa]ahan tersebut : y - : :

Mlsa Pendldakan nggi Hukum ~

o Misi pendldikan hukum dalam pemermtahan Hmdla Belanda dapat'_ _
- 'dibagl dua. Yang pertama adalah pada: OSVIR:(1909) yang kemudian juga
- dikenal sebagax Rechsschool (S.22-343)-dan bertujuanmendidik ahlihukum ..

yang kemudian dikenal pula sebagai Faculteir der Rechtsgeleerdheid : eri_' |
Sociale: Wetenschappen (1947} yang bertu_;uan menghasxlkan rechtsgeleerden
(Sarjana hukum). - e -

-Harus diakui bahwa misi yang kedua di atas pada muianya belum sem»
purna “dapat dilakukan: oleh RH. Pemikiran untuk hanya mendidik:ahli
hukum Indonesia yang dapat menduduki jabatan-jabatan rendah dalam sistem
pemermta.han dan ‘peradilan ‘Hindia Belanda, apalagi setelah Rechisschool
(selanjutnya RS) ditutup dalam' pada tanggal 18 Mei 1928, pasti masih
terdapat dalam pemikiran-pemikiran pemerintzhan kolonial pada waktu itu.
Pernikiran ini dapat kita lihat dari notuia perdebatan tentang apakah RS juga

bumi- cuku'p matang untuk- menglkutl pendldlkan tmggl (hooger ondenvys}
atau universitas.  Para penentang ini Jjuga mengajukan dalih, bahwa penge-
tahuan hukum Barat (Belanda) yang akan diajarkan berasal dari hukum
Romawi . (karena itu diperlikan pengetahuan bahasa Latm} yang sangat
berbeda dengan hukum yang d:kenal anak-anak pnbum: ml o it

" *Perbaharuan pendidikan untuk golongan pribumi memang tidak lepas das alasan-alasan politik dan
ekonomi. Reaksi masyarakat Belanda sendiri terhadap “culivursielsel (yang dimulai + pertengahan abad
ke-19) adalah antara lain dengan membayar. eereschuld® (yang timbul karena kemiskinan penduduk
akibal. culfuumteLs‘el %) tersebut dengan meningkatkan pendidikan, dan dimulai akhir abad ke-19 (tufisan
C..Th..van Deventer, dengan judul “Een eereschuld® ditulis pada tahun 1899 dalam De Gids). Setelah
kurang lebih sepuluh tahun RS dibuka, maka melalui Keputusan Gubememen (Gouvernementsbestuit)

tanggal 4 Januari 1919 dxbemuk Komzs: untuk mambenkan nasthat a.l, tenmng pembukaan RS. untuk
diketuai oieh Prof. Mr. 1.H, Carpenher Aliing, Kelua Hooggerechlshoi) Daiam 1apomn komisi setahun
kemudian (21 Juli 1920 dxa_;ukan pula suntu usul lentang perdirian RH dan pendidikan yang lebih rendzh

mgahnal vaor Recht on Adminictrata® TV comming i 1acdanat mla st Pamiat vame didielne alak "t
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s Misivpendidikan tinggi hukum RH-yang ingin pula menghasilkan sar-
Jana hukum (rechtsgeleerden) antara lain dapat dilihat pada kutipan: pldato
Paul Scholten di atas, tetapi juga dari tenaga-tenaga dosen pilihan yang
dipergunakan.® Gurubesar-gurubesar Belanda inilzh yang kemudian mengha-
silkan pula cendekiawan-cendekiawan Indonesia yang membuka kembali RH
- dan menjadikannya Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat da]am-
tahun 1950:7 Lo _
Tentu. saja’ misi pendzdxkan nngga hukum sesudah tahun 1949 (pada
iukum: di-Universitas: Gajah ‘Mada ‘vang -masih. berstatus swasta) -
_ 1950, (pada Fakultas: Hukum Universitas Indonesia - UU Darurat
No 7 dan ;pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada - Peraturan Peme-
rintah: No -37) mengalami perubahan. Meskipun lulusannya masih memakai
gelar Belanda "Meester in de Rechten” atau Mr, yaitu sampai tahiun 1962
karena setelah itu diganti resmi menjadi Sarjana Hukum atau SH, tetapi para
lulusan ini’ sudah diharapkan memahami sudsana hukum yang telah berbeda;
Suasana hukum: yang -meskipun masih menggunakan hukum Hindia Beianda
{dan-karena it perlu: dipelajari-di FH-UI dan - FH-UGM), . tetapi harus
diresapicdan ditafsirkan dalam. alam kemerdekaan dengan negara.Republik
Indonesla sebaval negara berdauiat penuh Apaiatn setelah antara tahun 1950

Batavza enoo!.schap van szsten en Wemmchappen yang mengedarkan angkel kepada se}umiah
pemika‘masyarakat Hindia' Belanda tentang perlunys pendician RH (dalam Komisi Swasts a.1” duduk
Raden Dr. Hoessein D_;a_;ndmmgmt selaku wakil sekretaris - angket: diedarkan pada periengahan tzhun
1929)' ar kedua Komist ini pcmb:carasn mengena: akan diadakannya RH juga dipertanyakan dan
didiskusikan dalam *Koloniale Onderwijs-congressen yang melakukan periemuan] per:emuannya dalam
bulan Agustus 1916, Okiobér. 1219 dan April:1924, Dari notula-nowla kongres-kongres int faupun dari
jawaban, angkel (enqueﬂe) kepada Komisi Swasta di -alas dapat dibaca dukungan maupun pemnlangan
ten 'g pendman suatu lembaga pendldlkan tmgg; hukum di Hmdna Belanda I

_am amﬂet lepas yan‘f d:sebu! datam. 3) ciz aLas 1erdapat pmret yang memperhhalkan (du uk}
me’R A:Dr.*Hoessein Djajadlnlﬂgml ‘Prof, Mr. 'P. Scholten dan 'Prof. Dr. BJ.D. Schrieke, serta
(berdiri} Dr. E. Bessem, Prof.:J.H.A.-Logemann, Prof. Mr. Bi ter Haar,; Prof. Mr.:F.M. Baron'van
Asbeck, Prof. Mr. R.D. Kollewujn,.} Kats dan Prof. Dr. I.H. Bocke. Yang kemudian masih perlu dicatat
sebagai gurubesar RH ini adalah: Prof. Mr. J. Van Kan (Dekan setelah Prof, P. Scholten), Prof. Mr.
I.M.J. Schepper (Dekan sebelum PD II), Prof. Mr. W.F. Wertheim (sebelum PD IF menjadi Sekretaris
Fakulms}, Prof Mr Ze:jiemaker (Dekan sele!ah Prof Schepper), me M, 1. Eggcns dan Prof Man
Hauu

’Sclelah Be!anda damng kembah ke- Jmionesm (Jakana) pada tahun 1946 maka Technische
Hoogeschool (didirikan 1920), Rechts' Hoogeschool (didirikan “1924), Geneeshmdige Hoogeschool
(didirikan1927) dan Faculieir dér Lencerenen Wijsbegeerte’ (didirikan 1940) digabung dalam Nood
Universiteir; ying padatanggal 21 Maret 1947 berabah nama menjadi Universiteit Indonesie. Pémeriniah
Republik Indonesia setelah’ pmklamas; {1945) mendirikan Balai- Perguman Tinggi Republik Indonasia
(BFTRI) yang jugs mempunysi Fakulias Hukum. Seiclzh pengakian kedaulatan (Desember 1949), maka
BPTRI mengamb:f ‘alih Universiteit van’ ‘Indonssie (2 Pebruari ' 1950) dan’ Fakultas Hukum BPFTRI
d:' abung den, Facuize:r der Rcchwgelecrdhexd en Socmtg Wezemchapycn Universireit van Indones:e,

g




éﬁ@g@;kg’; ‘_Tz'nggi Hukum -

'.memahaml ‘hukum pOSltlf yang beriaku yang pada dasamya adalah hukum'-____ :

- _."yarig mengajar pada fakultas-fakultas hukum di Indonesia. Kalaupun hmgga"
tahun 1961 atau 1962, pola pendidikan tinggi hukum masih didasarkan kuri-

:h'ukum pada waktu ini, masm meru_luk pada ahli-ahli hukum (Indonesm) yang : o

'_kulum dan sistem pendidikan RH, adalah keliru untuk menafsirkannya seba~

gai suatu -sikap konservatif para gurubesar dan dosen lainnya lembaga .
‘pendndlkan tmggl hukum.’ Usaha peruhahan telah’ dan sedang berjalan N

‘Dan statu buku laporan begjudul; Universitas Indonesia -, Fakulms Hukum dan Pcnge:a}man .
Mawara]_car Djakarm Fedoman Tahun Pe!ajaran 1956/195 7/1958, pada waktu manz Penulis makalah

Dalam Eaporan lemang tugas pengajaran dskntakan bahwa "‘Tenaga pcngajar asmg yang ada sekarang
hanyalsh’empat orang, yaitu: Prof. Dr. R.F. Becr]mg, Prof. Dr. P.N. Drost, Ny. Mr. Ch. Picters-Gill
dan Drs. H.J. Heeren ..." [kemudian dtajukan rencana dan kesulitan mengganti tenaga asing h.rsebut]
:Mengenal lugas ilmiah d:kemuf!\akana L "a, Mengadakan pubhcat:es, b. Menghimpun bahan-bahan ..

‘¢, 'Menghimpun buku-buku, karanoan-karangan dan bahan-bahan yang terdapat dalam arch:cf—archu:f
:pemenmah d. Menja}ankan survey atau research ..., dan e. Mendidik para mahasiswa dapat memenuhi
tugasnya Remudlan, sebagai seorang academ:cus, amnya dengan secars "zelf s:and:g'dapal memhe rikan
fahamnyi tentang sesuatn soal”. ‘(hal: 9,"17,25-26). Pimpinan fakultas dalam masa laporan ini adalah
Prof.: Mr. Djokosoelono (Ketua Fakultas Hukum dan memngkap pula anggotz Pres:dmm Umvers:u:s
indonesm) dan Prof Mr. R Sm.bekh (Panuera Fakulaas)

"Sualu buku bahwa gurubesar’ indoncsm (seudabhdaknya di Faku!las Hukum Umvers:!as Indonesm)
tidak *konservatif” sepenti dikatakan Soetandyo Wignjosoebroto, op.cit., 'hal. 6-7, dst-nya, terlihat dalam
laporan ¢iatas (no. B) dimana ada rencana untuk membentuk suatu Lembaga Hykum, yang antara lain
‘akan terdiri dam ‘Bagian Hukum Adat di saimping Bagian-bagian lain‘tentang Hulkum Barat: Dikemukakan
selanjutnya’ ™. limbul pertanyaanapakah dengaade.makxan tidak ada “toenadering” antara Hukum Perdata
Barat dengam Hukum Adat; ‘suatu ‘soal ‘yang' penting ‘sekali bagi pembentukan Hukum Nasional.
Toenadering harus diselidiki pula:Mé-velde’ jadi menjalankan *Reséarch’ yang merupakan *Figld-work®.
Sebab-dalam bergolaknys masyarakal daiam masa revolusi munﬂkm adz "toenadering” antara*’slad - dan
plausland’'sehingga’ tcrdapat vervorming ™ dan “nizwvorming” 'dari pada Hukum Adat: Yadi lugas
Lambaeas Hulnm tldak gaia tarlatslr dalam lananeas lmiabitraiin: mramniylrnm (lanls chac st g fotani Sirora
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mnamun. kondisi pendidikan-tinggi pada umumnya, khususnya pendidikan
tinggi hukum, memang tidak memungkinkan perubahan radikal. Keengganan
:mghgambi_l keputusan radikal, mungkin merupakan suatu "blessing -in
disguise" apabila kita mengingat kekacauan hukum dan pelanggaran hak asasi
‘manusia;yang terjadi selama masa pendudukan militer Jepang. Kekecewaan
terhadap sikap kalangan politik terhadap hukum semasa Orde Lama dan-tun-
tutan akan kepastian hukum yang lebih besar yang diminta dalam Seminar
Hukum Nasional Kedua pada awal masa Orde Baru, harus meyakinkan-kita
‘bahwasuamy perombakan pendidikan hukum untuk mendukung "hukum revo-
dusi? Bung Karno akan sangat merugikan sistem hukum Indonesia ®® . .0
~.t Misi pendidikan tinggi hukum -sejak awal ‘Orde Baru dan Seminar
Hukum Nasional Kedua (1968), adalah jelas' menghasilkan -sarjana hukuin
yang:-berkemampuan untuk menjabarkan lebih lanjut UUD 1945 (termasuk
Pembukaan dan Penjelasannya) ke dalam hukum yang akan berlaky di Indo-

mengumpuikan bahan bagi pemesiptah menjalankan politik hukum yang disujukan kepada tercapainya
Hukum Masional” (hal. 303. Di samping Prof. Dr. Hazairin yang memberikan "Hukum Adal Materieele",
akan diminta pula mengajar Prof. Mr. Dr. Soepomo tentang "Hukem Adal Formil” yang berisi pula
“Jurisprudentie yang mengenai Hukum Adat” (hal. 16).

.. MPada iahun 1961 Presiden Sockarno menyalakan keberangannya tentang kalangean sarjana hukum
yang fidak dapaf disjak berevolusi. Hal ini dianggap elch Soctandyo Wignjosoebroto sebagai bukti bahwa
"o yuris-yuris Indonésia amat kurang berkepekaan dan kurang tanggap pada perubahan-perubahan yang
tengah terjadi”. Menurutnya: ... psra yuris ini cenderung suka melihat dan menyelesaikan berbagai
perkara cuma dasi perspektif yang serba yuridis dan dokirinal saja ..." Ketidaksabaran Sostandvo
diungkepkannyaa.l. dengantidak dapat dimengerti olehnya mengapa para yuris Indonesia (akadermisi dan
praklis) menolak anjuran Memteri Kehakiman Sahardjo dan Ketua Mahkamsh Agung Wirjono
Prodjodikoro uatuk °... berani membebaskan diri dari sembarang bentuk imperative yang diturunkan
tewat hukum dan peraturan-peraturankolonial™... dan bahwa *... semua ketentuan-ketentuan hukum yang
termuat dalam Burgeriifk Wetboek dan Wetboek van Koophandel haras dipandang 1ak lagi mempunyai
kekiaar hukum ... hanya boleh dipandang sehagai kitab koleksi komentar tentang hokum perdata dan
hukum dagang”. (op.cit, hal. 7-8). Dan secara sinis ditulisnya bzhwa Soebekii dalam tzhun 1963 telah
berani “mencabar” (menghilangkan daya?) pemikiran hukum Sahardjo dan Witjono dan setelah Soebekti
dalam tahun 1967 menjadi Ketsa Mahkamah Agung (menggantikan Winono)™... memperoleh pengaknan
sebagai tokoh vang berhasil menormalkan kembali cara berpikir yuridis di seluruh jajaran badan-badan

peradilan” {ap.cir. hal. 12). Pandangan Soetzndyo ini rupanya tidak memperhatikan: (a) kezaliman yang
terjadi serasa ada kekaburan hukum di bawah pemerintahan militer Jepang yang ingin membuang semua
yang berasal dari pemerintah Hindia-Belanda, (b} krilik pedas yang digjukan dalam Seminar Hukum
Nasional ke-II (1968) tentzng pelaksanaan hukum semasa pemerintahan Presiden Soekamo, khususnya
tertang pelaksanzan penangkapan, interogasi dan penuntutan seorang tersangka, () usaha-usaha yang
telah dilakukan dalam pendidikan tinggi hukum untuk mempelajari hukum adai, sena (d) bahwa dalam
pelaksanaan peradilan di Indonesia hukum aidat selalu mendapat perhatian dan tempat yang layak-dalam
keputusanhakim. Terhadap keangkuhan seorang ahli sosiologi hukum dapat dikutip pendapat: Sociologists
of law.dupe themselves and their audience if they represent sociolegy as an unproblemaiic ol jor the
study of law. Moreover, the deceprion is compounded if law is 1aken as an unproblematic object of study *
{delam Clive Grace and Philip Wilinson, Sociclogical Inguiry And Legal Phenomena, London : Collier
Macmillan, 1978, hal. 5). Pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi hukum di Indonesia tidak
mengalami perubahan sejak masz Hindia Belanda, juga dibantah oleh Prof. Mochiar Kusuma-Atmadja
dalam “Masalah-Masalah Pendidikan Hukum Di Indonesia Dewasa ini”", ceramah yang disampaikan pada
Simposivm . Persahi. Jakara. 24 Nooember 1080
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'nesxa-;_-untuk semua warganegara- dan -penduduk lainnya. Dengan. mellhat--
'_-fuﬂgs; hukum, pertama-tama sebagai.-"pengatur keserasian- hubungan dan K

. bukanlah semata-mata-untuk memperoleh "keseragaman norma", maka misi -
di atas’ dapat dirumuskan menjadi-lebih operasional sebagai menghasﬂkan_-

N sar;ana‘hukum yang dapat memecahkan. persoalan hukum, dengan berpikir

an kreatif menafsirkan hukum dalam penerapannya pada kasus—kasus_ .
adapinya". W-Ini-adalah tugas minimal pendidikan tinggi hukum dan
an. tentunya ada sebagian dari lulusan ini*yang mampu dan '
mengembangkan ilmu pengetahuan hukum Indonesia; yang dapat dina-.
;-*hukum nasional, yang berakar pada’ budaya bangsa tanpa melupak ¥
*keperiuan ‘hukum dalam hubungan trans-nasional. Kepada mereka (yang bia-
sanya hanya merupakan kelompok kecil lulusan'dan umumnya- berprestas1 di
bidang akademik) inilah :tugas yang dirumuskan sebagai "mencabut “atau .
menggantxkan hukum- kolonial yang masih berlaku di Indonesia, dengan
peraturan hukum nasional yang secara utih bersumber pada Pancasila dan
UUD 1945, akan dipercayakan. Tentu saja; kepada para sarjana hukum yang
akan ' memperoleh kepercayaan® ini “harus pula diberikan sarana untuk
mengembangkan diri mereka. Tidaklah cukup mereka ini didorong mening-
katkan kemampuannya dengan hanya berpedoman kepada "kritikan pedas”
ataupun slogan-slogan ‘Bukti keberhasilan kalangan akademisi di bldang
ekonomi, teknik dan kedokteran di Indonesia, adalah karena adanya kemauan
politik yang jelas untuk’ meningkatkan bldangvbldang 1Imu tersebut dengan
tunJangan sarana yang cukup sekah . _: ol

Keadaan Pend;dlkan nggu Hukum

Untuk memaharm keadaan pend:dlkan tinggi hukum pada waktu ini, k;ta
dapat memulainya dengan melihat apa yang sekarang sedang - dilakukan,
dengan sekali-sekali menengok mengapa hal tersebut diadakan. Sebagai awal
uraian dapat kita pergunakan Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan
(Mendikbud) No. 0325/U/1994 yang merupakan penyempurnaan Keputusan
Mendikbud No. 17/D/0/1993. Melalui keputusan (-keputusan) ini telah dila-
kukan pembaharuan pendidikan tinggi hukum, yang sebelumnya diatur de-

UL iat pitla Macdjono Reksodiputro; "Pendidikan Hukurm di Indonesia Sebuah Catstan®, disampaikan
pada S:mpostum Persahi, Nopember 1989, dalam Kumpulan Makalah Penyuluhan Tentang Masalah'

Masalah Yang® Berkénaan Dengan Pendiditan Tinggi Hulaus; Seri’ Konsorstum I!mu Hukum (KIH) No
P T, VP
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ngan Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi (Dikti) No. 30/DJ /Kep/1983:12

- “UUsaha penyempurnaan telah dilakukan pula sebelumnya, sampai dengan_ '
Konsorsaum {lmu Hukum (KIH)yang sekarang (dipimpin oleh Prof. Mochtar
KusumavAtmad_]a sebagai Ketua) yang memulai tugasnya tahun 1990 Teiah

__adJa Prof Padmo Wahjono dan Prof.: Satjlpt(} Rahardjo)
ing mereka. telah berusaha untuk. menjalankan program-program
ndidikan tinggi hukum. Dalam periode pimpinan Prof.. Satjxpto_-
engan -Sekretaris. KIH. Prof np E Sahetapy) ‘malahan telah_-‘ :

1l __telah berlangsung + 4 tahun (1987 1991) dan melipuu a.l. pena~
taran~penataran di Indonesia (dengan mendatangkan gurubesar-gurubesar
Belanda), ‘pengiriman dosen Indonesia ke Belanda dan perbaikan koleksi
bahan pustaka perpustakaan beberapa fakultas hukum negeri. Kerjasama yang
direncanakan masih akan berlanjut unfuk tahap kedua selama empat tahun
lagi-terputus dalam tahun 1992, Perbaikan melalui kemampuan dalam negeri
sendiri juga telah dilakukana. 1. melalui program pendidikan magister ukum
(di USU, UL, UNPAD, UGM, UNDIP, UNAIR dan UNHAS:; dan segera
\ akan dltambah di UNSRAT) dan program doktor hukum (di UI, UNPAD,
U: M UNAIR dan UNHAS; dan segera akan ditambah d¢i UNDIP). o

- Penyempurnaan kurikulum (dalam usaha untuk menyesuaikan dengan
keperluan masyarakat dan arahan pemerintah) telah dilakukan sejak tahun
1972 (duapuluh tahun yang lalu). Kurikulum 1972 (yang dikenal sebagai
kurikulum minimum) merupakan perubahan resmi pertama dari kurikulum
RH, sebagaimana dmndangkan tahun 1924 sampai perubahan terakhirnya
pada tahun 1936, tenm saja dengan mengingat bahwa kurikulum RH pun
telah berubah pada tahun 1947 dan kemudian tahun 1950 (setelah "nasiona-
Yisasi”: Fraculiteit der Rechrsgeleerdhezd en:Sociale Wetenschappen menjadi
Faku}tas Hukum dan Pengetahuan: Masyarakat).-Antara tahun 1950 sampai
tahun: 1972 kita mengenal pula perubahan—perubahan yang daiakukan secara

Mendxkbud No 0325 hamp:r 1deauk dengan Kepmusan Mendikbud No, !7 yang
dasamya dirancang oleh Konsorsium fmu Hukam (KIH). Rancangan tersebut disusun dalam sejumlzh
pertemuan antara Ketus dan Sekretaris dengan lima Tim (A s/d E) yang dibentuk uniuk melakukan studi
lentang penataan Fakulias, Jurusan dan Program Studi Perguruan Tinggi dalam Bidang Hukum. Kemudian
hasil Tim dibawa datam Rapet KIH dengan para Dekan dari duapuluh enam (26) Fakultas Hukum Negeri
dan dikonsultasikan dengan Keiompok Abli KIH. Kegiatan-kegiatan ini berlangsung dalam tahun 1990
dan 1991, Pembiayasn kegiatan ini diperoleh dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam Proyek
Pengembangan Perguruan Tingei Bantuan Luar Neged - P¥TRLN (World -Bank: Education XXI Project
Loan No. 2044-TND). Hasil kesgluruhaanya telah disusun dalam suaty laporan yang diterbitkan, dan
memnekan Sars WIH Mo 1 Inh 1001
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' "'.-;.:_;_'-(1) smtem"studi terplmpm (dlbedakan dari sistem stuch bebas atau vn--;:

¥ Jestudze_ s yang serxng pula disebut "sistem studi liberal®, yang mem--

(2)_"fu_uan__ dilakukan secara tertulis  (sebelumnya dikenal: - restzmomum
-+ tentamen dan ujian lisan); .
3) penuhsan karya tulis dan atau SkrlpSi (penuhsan skripsi sebagax karya_
~..+tulis: akhir untuk diuji menjadi- sarjana baru diwajibkan pada perte-
.+ ngahan tahun 1960-an; sebelumnya “scriptie” dalam arti "essay” sudah
. dikenal .di RH sebagai .bukti tugas mandiri, seperti "referat” yang
- dikenal di Fakultas Kedokteran sebagai suatu laporan tugas);
(4). kewajiban dosen menyusun silabus dan menyediakan bahan perkuliahan
satu: tahun (sekarang dikenal dengan "Satuan Acara Perkuliahan” dan
e tcourse material vy, : :
(5).. pengenaian metode  dan teknik- penehtxan hukum (sekarang sermg&
- dikacaukan dengan metode penelitian sosial yang sifatnya empiris);
(6). - dianjurkan pendidikan lanjutan (secara terarah dan dengan bimbingan
....-gurubesar) untuk para dosen-(umumnya untuk - menyusun disertasi
-.....doktor; dalam $.24-457 terdapat peraturan {pasal 37-45) yang menen-
tukan tatacara penulxsan disertasi dan ujlan (promosi) doktor dalam :Imu
—.-hukum-di RH); .- f ¢ :
(7) _dxperkenalkannya kegiatan ‘bantuan dan/atau konsultasi- hukum yang
.. dikelola dosen. (biasanya dari hukum acara) dengan ;para mahasiswa
o sebagax pengamat dan pefaksana {kegiatan ini yang menumbuhkan biro-
...biro:bantuan hukum, yang sekarang ‘dipersukar kegiatannya karena
"dicurigai” oleh pemerintah, padahal dimaksudkan untuk mengenalkan
- mahasiswa dengan dunia peradllan),
(8) dxperkenaikannya kegaatan pendldlkan hukum khrus (clzmcal legal

"’Llhat Mard_,ono Reksodtputro, Car.atan Tcntang Kurikulum Baru Fakultas Hukum (Lalar Belakang
dan Arah Re-Orientasi Pendidikan Hukum)", disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (30
31:5ui*1993) ‘dan’ di ‘Fakuitds Hukum Univérsitas Udayana (9-10 Agustus’ 1993), datam Kumpulan

A X F B o F P PR 22 o 3 b X Y. T T Y Y e
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i education) yang bermaksud untuk ‘memberi kemahiran hukum kepada
% mahasiswa dalam hal-hal yang membantu mereka lebih siap-kerja; "
(9) mengikuti sistem RH, ‘terdapat empat (4) tingkat pendidikan: Persiapan
" ‘(Propadeuse), Sarjana Muda I Candidaat eerste gedeelre), Sarjana Muda
1l (Candidaat tweede gedeelre), sarjana T (D{choraal eerste gedeelte)
, -.‘dan Sarjana M (Docsoraal rweede gedeelie); dalam Sarjana I terdapat
“#jurusan  (richringen): Fukum Perddata, Hukum Pidana,’ Hukum
_ Tatanegara dan Hukum imernasxonal (pada RH }umsan ke-4 adalah
ca Soczoiogasch—ewnomsc}z Fichting); i o
(10} dnperkenaikanﬂya matakuliah wajsb Jurusan dan’matakulizh pilihan
jurusan serta skripsi menurut jurusan-(secara keliru pembagian dalam
““urusan ini kemudian diterima nasyarakat sebagai suatu spesialisasi dan
adanya perbedaan jenis lulusan, antara "sarjana Hukum perdata dan
‘7% -"sarjana hukom pidana™), S &
~“Ketika sepuluh tabun kemudian Kurikulum 1972 diganti dengan I{ur1~
“kulum 1983 (dikenal dengan sebutan Kurikulum Inti), maka kesepuluh
e ciridi atas tetap dlpertahankan dengan perkecualian tingkat pendidikan
(lihat no. 9 di atas) karena diubzh dengan sistem kredit semester (SKS)
-~ yang' tidak -mengenal tingkat pund1dlkan Seian}utnya ciri-cirl d: atas
" bertambah’dengan;
(I 1) diperkenalkannya sistem kredit semester (SKS) yang mewaijkan dosen
<" menyelesaikan perkuliahan dalam semester yang bersangkutan (bahan
perkuliahan diselesaikan dalam setengah tahun - lihat ciri no. 4) dan
- “menjadikan pengumpulan “satuan kredit" {credir units) sebagai syarat
“ pendidikan (mengikuti sistem pendidikan Amerika Serikat) dengan
~jumlah 114-160 SKS (satuan kredit semester) sebaaai syarat kelulusan
" sebagal Sarjana Hukum (lihat ¢iri no. 9);
(12} memperkenalkan penggolongan matakuliah menjadi Mata Kuliah Dasar
- Umam (MKDU), Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK), Mata Kuliah
- ' Keahlian (MKX), Mata Kuliah Pendalaman, Mata Kuliah Penunjang dan
-Mata Kuliah Pembulat Studi (dalam Kurikulum 1973 hanya dikenal:
"ma{akuhah ilmu - hukum “dan hukum posmf serta matakuliah non-
~hukum).
Dengan sendmn_ya telah terjadi pula penggantian: nama matakuliah
~ maupun penambahan matakuliah, mulai dari Kurikulum RH (24 mata-
kuliah dalam tahun 1936), Kurikulum 1972 (28 lebih matakuliah) dan
Kurikulum 1983 (30 lebih matakulish). Dengan Kurikulum 1993
' (sekarang harusnya disebut Kurikulum 1994), yang dikenal pula dengan
- sebutan kurikulum nasional, maka yang terutama ingin diubah dan
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1sempurnakanadalah &stempengagarannya dan pendekatanterhadap-_'_"_
an yang akan dihasilkan™. Karena itu pembaharuan kurikulum ini
dicanangkan sebagai ™ "re-orientasi pendldlkan hukum"”. Meskipun-'."-
ah ‘lebih berkembang dalam konsepsinya, namun konsep dasarnya
'hams_ dlcarl pada tulisan Prof, Mochtar Kusuma- Atmadja mengenai -

i hukum (Lembang: '26-27 Maret 1975):1 -
engan “diperkenalkannya dalam pend:dxkan tinggidi Indones1a program_.; -

gram Magister (3—2) dan’ Program Doktor (5-3), maka Program
:Sarjana Hukum (S-1)’ diinginkan akan lebih mencerminkan pendidikan
¢ arah profesi “hukum, tanpa melupakan bobot ~akademik yang
: d;perlukan lulusan uniuk mampu bersikap ‘kritis, analitis dan kreatif.
Sistem pendidikan akademik di S-1 dimaksudkan sebagai pend;dlkan_. |
dalam suatu professzonal school” (konsep Anglo American dan jangan
¥+ dikdcaukan dengan istilah pendidikan profeszona} menurut Pasal 4 (3)
- dan Pasal 5°(3) PP No 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi).* Dalam
*-pendidikan seperti ini ingin didekatkan teori dengan praktek, karena itu
“pendidikan $-1 hukum harus secara !ebxh mendalam menga}arkan
hukum positif dan membahas seécara’ kritis kasus-kasus ‘mutakhir.
“Dengan demikian dapatlah ditambahkan beberapa ciri lagi pada pola
_“-'--pendldlkan tmggl hukum kua yang dikenafkan oleh Kunkulurn 1993
“oyaitu:
(13) menegaskan bahwa program pendidikan sarjana hukum (S 1 adalah
~~program pendidikan akademxk “yang diarahkan sebagzn "pendidikan
““profesional” (dalam arti” roﬁsszonal school™), “yang menghasilkan
lulusan yang “siap kerja®; merupakan program pendidikan akademik
“pertama- yang-dapat dilanjutkan ke®program pascasarjana (S-2 atau
- magister dan-S-3"atau'doktor) yang secara bertahap mempunyaz bobot
~“akademik yang lebih besar; dalam ‘tahap pendidikan Strata-1 “ini para
lulusan dapat pula mengambii pendidikan di universitas yang bersifat

CMEihat Mochtar Kusama-Atmadia; *Pembahaman Pendidikan ‘Hukum dan’ Perbinaan Profesi
Hukum?; disampaikanpada Simposium Pembaharuan Pendadzkan Hukum dan Pembinaan Profesi Hukum,
I..embang 26 27 Maret 1975 . . .

: ”chudukan seorang sarjana - hukum dalam masyarakai apabxla ia melakukan tugasnya sebaga:;
seorang "ahli hukum", edaleh sebagai seorang pmfes;onal atau sebagai seorang enggots profesi hukum,
dalamani’ s&orang pakar hukum {(sesecrang yang mempunyai kemahiran dan pengetahian khusus hukum);’
Apa yang ingin dikoreksi dengen pengeriian "professional school” ini untuk pendsdzkan tinggi hukum,!
adalah ‘'umuk -membedakannya ‘dengan :d;kan yang bers;fat E:berai arts”, seperti dalam ilmu,

A TR IORT TN ALY 2 S A e SR Kt

b aruan -pendidikan ‘hukum yang dlkaxtkan_ dengan pemblnaan__.;:-_-

asca Sarjana (+ -sekitar -awal - tahun “1980-an), yang terdiri :atas. - - -
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- spesialisasi setelah S-1. {misalnya. Pendxdxkan Notariat; . Pendidikan
atent Lawyer®, "0il & Gas Lawyer", dan yang sejenis; namun harus
g;dakan darj spesxahsasx karena _zabatan seperti yang d;benkan oleh
.instansi yang bersangkutan kejaksaan hakim, perbankan, dan yang
ems)
ngubah penggolongan matakuliah pmgram S-l hukum menjadi; Mata
~Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah Dasar Keshlian (MKDK), ‘Mata
, a';h Keahlian (MKK), Mata Kuliah Pembulat (MKPb) dan Mata .
_ itiah Kemahiran (MKKm); :
'(15 memperkenalkan MKKm dengan nama “Pendidikan dan Latihan Kema~
- hiran Hukum" (sebesar 6 SKS) yang dikembangkan melalui suata
-Lai}oratormm Hukum", serta penegasan kembali bahwa . bahcm
pendidikan {course marerial) harus terdiri dari. unsur-unsur: teori,
.-hukum positif dan kasus; °
(16) matakuixah wajib untuk semua mahasiswa fakultas hukum dxkenal
) sebagaa kurikulum  yang berlaku secara nasional. (sebanyak 84 SKS) dan
. menjadi materi kurikulum utuh (144 SKS - 160 SKS) dengan
menambahkan materi yang ditetapkan oleh masing-masing fakultas
_hukum (dikenal dengan sebutan kurikvlum muvatan ickal) dan dapat
4_ men}adl satu atau lebih program kekhususan;
(17) menegaskan kembali (karena sebenarnya sudah dicantumkan dalam
--Keputusan Dikti No. 30 tahun 1983) bahwa program pendidikan sarjana
hukum (S-1) hanya mempunyai satu program studi, yaitu program studi
ilmu_ hukum yang menghasilkan hanya sam jenis sarjana hukum,
.\ :mesklpun kurikulum muatan lokal dapat diracik dalam lebih dari.satu
.. program kekhususan (dapat disebut * ma_;ormg ”atau "konsentrasi”) yang
_bukan "spesialisasi” dan bukan " "penjurusan”;
(1 8) menefraskan penghapusan pengertian "spesialisasi” maupun penghapusan
adanya “jurusan”(terutama penting untuk fakultas hukum swasta) dan
- menggantlkannya dengan “bagian" (ada 8 bagian) dalam program
pendzd;kan sarjana hukum {§-1).

Penyempurnaan kurikulum pendidikan tinggi sarjana hukum sebagai-
mana diuraikan di atas, karena-itu juga dimaksudkan agar program pendi-
dikan ini dapat secara Jebih mudah mengaitkan peranannya pada kemajuan-
kemajuan yang telah maupun akan dicapai masyarakat. Yang perlu mendapat
perhatian khusus pendidikan ini adalah kemajuan-kemajuan yang terjadi
dalam bidang-bidang ekonomi, sains dan teknologi. Penyempurnaan ini
bukanlah ‘suatu perombakan total atau perubahan radikal, dan karena itu’

hafun horeifat Mearriontact® 110l v ad b ﬂa!rq;hd:fgo I A A
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j kep ad a_-@rikuium hukum menghadapi tantangan-tantangan dalam abad ke-21 .

. Pembinaan Pendidikan Tinggi Hukum
ke Masa yang Akan Datang- '

o ._.::Uraxan di ‘muka yang mencoba untuk’ menelusun sejarah pend;dikan
~ hukum difndonesia mudah-mudahan dapat memberikan gambaran (meskipun

tidak . dlmaksudkan lengkap)-tentang “dinamikapendidikan: ini. ‘Meskipun ..
lambat (namun belum terlambat) pendidikan tinggi hukum telah berusaha

untuk :"membuka” sistem pendidikannya kepada tuntutan yang lebih besar
akan "profesionalisasi” yang lebih tinggi dari lulusan S-1-nya, tanpa menutup:
kemungkinan untuk bergerak ke luar dari perkuliahan yang semata-mata
bersifat penjelasan kritikal dan doktrinal tentang hukum maupun analisa
deskriptif tentang lembaga-lembaga dan proses-proses hukum. Suatu kilas-
balik kepada sejarah pembentukan RH maupun "nasionalisasi” RH menjadi
fakultas hukum Indonesia, mudah-mudahan juga telah meyakinkan Kkita,
bahwa .para . gurubesar-hukum Indonesia pada waktu itu juga bermaksud
-menjadikan-pendidikan tinggi hukum suatu tempat yang dapat memperkaya
para:mahasiswa dengan pengetahuan yang luas dan dalam tentang hukum,
dengan mengacu kepada Cita-hukum (rechtszdee) yang terdapat dalam UUD
1945 kita.
z:Dengan memperhatakan jenjang atau tmgkat daiam pendzdzkan tinggi di
ind()nes:a, maka pemnbaharuan (re-orientasi) dalam kurikulum jenjang S-1
pendidikan tinggi hukum mempergunakan strategi sebagai berikut:'* -
a:.:Pembaharuan bersifat “incremental”, yaitu. “menambah nilai" dalam
s kurikulum yang berjalan, dengan sedapat mungkin mempertahankan
ustruktur yang ada dan bersumber pada peraturan yang berlaku.
b..::Nalar pembaharuan (yaitu rte-orientasi -pendidikan) diletakkan pada
penciptaan keahlian (competence) dan kemahiran .(skills) pada lulusan
yang profesional, tanpa melepaskan diri dari suatu pendidikan akademik
o (scholarship), sehingga caranya adaiah bahwa materi teoritis dikurangi
" -dankeahlian praktis ditambah;:
c. =;-:-:Int1 pembaharuan dlietakkan pada penyusunan dan pengelompokaﬂ-

M ihat Konsorsium Umu Hukum, Laporan ‘Studi Penataan Fakultas, Jurusan Dan Program Studi
Pergursion Tinggi Dalam: Bidang flmu Hulaun ;- 199),-Serd KIH No. 1, hal. 63-63. Laporan ini, iyang,
discbut dalam catatan no. 12, yang tebalnya 95 halaman (belum termasuk lampiren-lampiran) telah
dikirimkan ke 210 lembaga pendidikantinggi hukum neperi dan swasta untuk menjadi dasar pembanahan
Aroameact dad s bk marel g o no.ra e me
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: :-;j.'.-f-kembail secara cermat mata kuliah, ‘bahan kuliah dan proses belajars
mengajar;

d. Perkuliahan harus disusun menurut model AA (Applied Approach)
dengan menuangkannya ke dalam susunan yang terdiri atas: (i) teori,

(i) ketentuan-ketentuan hukum positif, -dan (iii) kasus serta bahan

dokumentasi lainnya; _

“e.77Materi kurikulum nasional” ditambzh dengan pendidikan dan latihan

ran-hukum, ' penguasaan- penelitian-hukum, kemampuan mela

] penuhsan hukum dan kepekaan akan: etika profes: hukom. -

,-Selanjumya rincian model sarjana hukum profeszonal (lulusanS I yanﬁ;--
dzperkirakan akan segera terjun ke lapangan kerja di. masyarakat) yaﬂcr "s:ap- ,
kerja®; adalah-sekurang-kurangnya sebagai berikut: - ' '
(1) ~Menguasai pengetahuan dasar - hukum untuk dapat bekerja secara’
analitis, seperti antara Jain: kemampuan mengidentifikasi masalah
“eihukum, kemampuan membedakan secara tajam antara hal yang relevan;
wwzkurang dan tidak relevan dalam suatu permasalahan serta kemampuan
“suntuk-mengurai suatu masalah ke dalam komponen- komponennya; -
(2).-Menguasai kemahiran dasar untuk melakukan pekerjaan yang diper-.
+:.:Jukan dalam profesi hukum, seperti antara lain: mengumpulkan bahan
~atau fakta tentang suatu peristiwa, melakukan komunikasi secara lisan
dan tulisan, mempergunakan bahan-bahan dalam suatu perpustakaan
* ‘hukum dan pusat dokumentasi hukum, menyusun laporan, rancangan
. . peraturan dan kontrak, serta meiakukan wawancara - dan mterogas,z=
seseorang; | . - : - ‘
(3) ~Faham akan sekallan lembaga hukum ‘yang hams dimasuki dalam'
- ‘melaknkan profesinya dan mampu berperilaku sesuai dengan yang
dituntut: oleh. profesinya itu.Juga faham akan lingkungan lembaga-
- lembaga tersebut serta:lingkungan hukum ite sendm sepert; lmgkungan'
polmk ekonoml dan teknoiog; - L iy

i ?Sedanckan unmk Iu!usan pendidlkan S-Z (Maglster Hukum) dan iuiusan
pendidikan S-3 (Doktor Ilmu Hukum) diutamakan kemampuan mereka untuk
berpikir-secara kritis dan akademis  (critical and theoretical thinking).
Diharapkan bahwa para Magister Hukum dan Doktor Iimu Hukum ini berke-
mampuan untuk melakukan riset hukum yang menunjang penyusunan teori
(theory. building) untuk masyarakat Indonesia. Rincian model lulusan
pendidikan $-2 hukum dan 5-3 hukum diharapkan memenuhi ciri-ciri sebagai
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: ber:kut (Se_kaligus juga merupakan ‘sasaran pendidikan):"

Unmk Maglsier Hukum: : : :
: Mampu’ menmgkatkan peiayanan profes1 hukum dengan meiaim rls"':
e dan pengembangan hukum; 4 e
Mampu- mengembangkan penamp;lan profem hukum dalam spektrum_-=-_=
g-lebih luas,; dengan cara; mengaltkannya dengan berbagaz ‘md g
sir_nu'*‘hukum ‘maupun-profesi‘lain yang sejalan; ‘ o
“Mampu merumuskan pendekatan yang sesuai untuk memécahkan ]
bagai masalah dalam -masyarakat dengan cara penalaran ilmiah.

* ““Untuk Doktor Ilmu Hukum:

(1) ‘Mampu untuk mengembangkan konsep baru di dalam b:danc ilmunya
atau profesinya dengan melalui kegiatan riset;

(2) Mampu merencanakan, mengorganlsasakan melaksanakan ; dan

“* “memimpin suatu program riset;

(3)*'Mampu melakukan pendekatan mterdislpim daiam suatu kegiatan"

a'kademlk maupun profesxonal ' ;

“°% Proses” pembaharuan ini sedang dan masifi térus akan beriangsnng

Bagalmanapun banyaknya kendala, pembaharuan ini harus terus kita lan-
jutkan; untuk menyesua;kan diri’ dengan kenyataan kenyataan yanfr ada di
dalam iembaga pendrd:kan ‘hukum' sendiri, maupun yang terjadi di luar
lerbaga (di dalam masyarakat) Tentunya’ dapat diperkirakan bahwa tidak
semua’ anggota ‘staf pengajar akan-dapat sepenuhnya menyetujui pembaha-
ruampembahaman yang disarankan oleh Konsorsium Ilmu Hukum. Hal ini
akan. berarti” bahwa masih “akan terdapat jalan yang panjang, dimana
perubahan‘kurikulum maupun percobaan- percobaan dalam metode pengajaran
yang dliakukan masih akan dsperdebatkan Mungkin komproml kompromi
masih’ periu ‘dilakukan.~Namun demikian“jalan ini harus ‘mau ditempuh
bersama, ‘karena ‘kita ‘harus “ingat bahwa pada “waktu ini terdapat 210
(duaratus sepuluh) lembaga pendldlkan tinggi hukum' di Indonesia®® yang
memerlukan bantuan untuk dapat menghadapz tantangan daiam PJ P iI init

laporan Studi Pendtaan i), Ség ¥IH No. 1, op.cir, hal. 72.
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Penutup -

- Kiranya jelas dari uraian di atas, bahwa masih: banyak pekerjaan yang
harus diselesaikan dalam mempersiapkan pendidikan hukum kita untuk
masuk dalam program pembangunan hukum dalam PIP II. . _
-....Bagi dunia pendidikan tinggi hukum masa-masa yang akan datang harus
dialami sebagai masa perkembangan yang sungguh menarik untuk membawa
hukum menjadi "a truly learned profession and an intellectual discipline in
the society of scholars”. 4 S 5 : koo

LAMPIRAN I
Pendudukan Indonesia oleh Jepang (1942—1945} X

s Sebagai suatu catatan khusus dan untuk dikaji bersama, di bawah ini
disampaikan garis besar perubahan yang terjadi di bidang hukum dalam
jaman pendudukan oleh pemerintah militer Jepang (disadur dari Zacob
Zwaan, Nederlands-indie 1940-1946, Japans Intermezzo.: 9 Marer 1942 - 15
Agzgst_z_g; 1945, Den Haag: Omniboek (tanpa tahun), hal. 13, 235, 238, 243
dan 255): ' L
a. .Melalui Oendang-Oendang No. 1 (7-3-2602) dari Pembesar Bala-tentara

.. Dai’ Nippon, telah dinyatakan bahwa merekalah yang sekarang "meme-

.. gang kekuasaan Pemerintah Militer yang tertingei dan juga segala:

.. kekuasaan yang dahulu ada di tangan Gubernur Jenderal” (pasal. 2).

- Selanjuinya dinyatakan pula bahwa "semua badan-badan pemerintahan.
- ..dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari Pemerintah yang

_dahulu, tetap diakui sah bagi sementara waktu, asal saja tidak

. bertentangan dengan aturan pemerintah militer" (pasal 3). Dan karena

it "barangsiapa yang melanggar perintah Balatentara dan Pembesar-

~pembesar Nippon, atau mengacaukan keamanan umum... akan dihukum-

. berat menurut undang-undang hukum militer”. :

b. Dengan Osamu Gun Rei No. 1, dibentuk Gunritsu Kaigi {peradilan.
militer) yang mengadili segala macam perkara yang berhubungan
dengan pemberontakan, spionase, dan pelanggaran peraturan-peraturan
militer Jepang. Selanjutnya dibentuk pula Gunsei Hooin (peradilan sipil
di bawah pemerintah militer) yang mengadili segala macam perkara
yang berhubungan dengan pelanggaran peraturan Hindia Belanda atas
dari pemerintahan militer yang tidak bersifat menentang militer Jepang.



Peradxlan pidana.ini memakai hukum acara militer Jepang dan tidak--_-_
akai HI_R Ketenmaﬁ ini dikeluarkan pada tanggal 2. Maret 1942,
da tanggal 29 April 1942, sistem peradilan. Hindia Belanda (ai b
 berdasarkan Indische Staatsregeling, S. 25-447, tentang de Justitie: ps.
‘130-159; R.0., S. 1848-57; dan Rechtsreglemenf Buitengewesten, S,

nakan dengan Oendangu(}endang No. 34~26 September 1942) sebagm o

gemschapsgerechr mengadl Ken Hooin .
Districhtsgerecht, menjadi Gun Hooin
- Hof voor Istamitische Zaken, menjadi Kazkyoo Kooroo Hoom
Priesterraad, menjadi.Sooryo Hooin . - it
Mula-mula ‘Residentsgerechi, Raad van' Jumtze dan Hoogge»
rechtshof dihapus. ‘Tihoo: Hooin mengadili pula perkara-perkara
yang dahulunya termasuk wewenang Residentsgerecht dan Raad
© van:Justitie. ‘Perkara-perkara ‘pidana diadili oleh Keizai Hoom
T . Kemudian didirikan pula {Oendang~0endang No. 34) '
. 5{7) Kooto Hooin (Raad van Justitie) : : :
<+ (8 Saiko Hooin (Hooggerechishof) - : -
o +‘Hukum Barat dalam perkara-perkara perdata dan dagang tidak)
diberlakukan. Tugas Kooro Hooin dan Saiko Hooin sebenarnya
-bukan lagi banding atau kasasi, tetapi memeriksa kembali perkara-
perkara bersangkutan.
d. © Melalui < Osamu Seirei (OS) No. 21 (1 Juli 1943) dilakukan lagi
penyempurnaan sistem peradilan, yaitu;

- Tihoo Hooin {Landraad) mengambil alih tugas-tugas Kooto Hooin
{Raad van Justitie}, menurut daerah masing-masing. Kooto Hooin
tidak dihapuskan, tetapi hanya memenksa perkara—perkara merek

oo v dagang dan penetapan hak eigendom. '
cepns D Jakarta TihooHooin Kita Bun In merupakan baglan (kamar)
wiokhusus darii Tihoo ‘Hooin. Tugasnya sekarang hanyalah -perkara-
woperkara: - kuratil (curatelen) perwahan akta catatan sxpal

: - perceraian;, ‘dsb-nya. SN

= Selanjutnya - Ken  Hooin: (Regenrschapsgerecht) dan Gun Hoam
- iDistrictgerecht) dihapuskan: (khususnya “di -daerah ‘perkotaan).
Perkara-perkara’ yang  merupakan wewenang ~Residentsgereche

(dihapuskan) diserahkan pula ke Tihoo Hooin.

2n Tinggi Hulum 23
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“ Dengan demikian pengadilan sipil yang kemudian berfungsi adalah;
. Tihoo “Hooin. {dahulu Landraad), Kooto Hooin {dahulu Raad van

L Justizie), Saiko Hooin (dahulu Hooggerechishof), dan untuk perkara
- gpxdana Kezzai Hoom (Landgerechr atay Hakim Kepolisian). '

Czaiman _

“ Perombakan sistem peradllan di Indonesia (berlkut hukum acaranya)
ﬂieh pemerintahan militer Jepang, tidak menguntungkan warga masyarakat
‘sebapaimana dicatat sejarah tentang kesengsaraan- penduduk pada waktu itu.

Proses peradilan pidana Indonesia mengalami “proses belajar” «dari
kekejaman Kempeitai (polisi militer Jepang) maupun cara-cara penanganan
kasus kejahatan dalam suatu pemerintahan militer asing.

Setelah selesainya perang kemerdekaan Indonesia dan terwujudnya
negara kesatuan Republik Indonesia, seharusnya masyarakat Indonesia dapat
mengalami proses peradilan pidana yang lebih baik dari apa yang dialaminya
selama: pemerintahan (kolonial) Hindia Belanda maupun jaman pendudukan
militer- Jepang. Sayangnya adalah bahwa pemerintah Republik Indonesia
tidak mengambil alih sistem peradilan pidana yang berlaku untuk golongan
Eropa, melainkan yang berlaku untuk golongan pribumi (bumiputera).
Sebenarnya acara peradilan pidana yang dimuat dalam Reglement op de
Strafvordering (yang dipergunakan untuk golongan Eropa) jauh lebih baik
dari:-HIR (atau Reglemen Bumiputera Yang Dibarui, $.41-44) yang berlaku
untuk golongan pnbuml

. LAMPIRAN I

Rechtschool dan Rechtshoogeschool
- (1909-1928 dan 1924-1950)

Pada tanggal 21 Nopember 1903 Raden Toemenggoeng Achmad Djaja-
diningrat, Bupati (Regent) Serang, mengajukan surat permohonan kepada
Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Rooseboom. Dalam surat ini Bupati
menanyakan apakah seorang pribumi yang memenuhi persyaratan kecakapan

" dapat diberikan jabatan dalam bidang kekuasaan kehakiman (rechrerlijke
machr) Hindia Belanda. Apabila tidak, apakah naturalisasi- dapat membuka
jalan bagi yang bersangkutan. Surat tersebut diajukan untuk kepentingan
salah seorang adiknya, Raden Hoesssein Djajadiningrat.
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: _;,-Permmtaan nagihat olek Gubernur Jenderal kepada beberapa kaiangan i
_ :Hindla ‘Belanda menimbulkan pendapat pro dan kontra. Pendapat yang
' -mendukung umumnya melihat kepada keadilan yang harus diberikan kepada -
' --gok}ngan pnbumi untuk berkesempatan menduduki jabatan yang sederajat

dengan orang Belanda. Sedangkan pendapat yang menentang melihat kepada

- kemampuag. intelektual orang pribumi, atau kalau hal inipun dapat diatasi = |

hams=-d_1p1k1rkan apakah orang pribumi mempunyai "integritas diri" untuk
: _mendudukl jabatan di bidang kehakiman; misalnya menjadi hakim londraad: .

“Surat Bupati ‘Serang- dengan - nasihat-nasihat -yang- diperolehnya- dlte"‘.f-:--:_-_ :

ruskan Gubernur Jenderal ke Menteri Jajahan dengan a.l. pendapatnya -
sendiri bahwa adalah mungkin untuk di Hindia Belanda membukasekolah-
sekolah untuk jabatan-jabatan tertentu (opleidingsscholen). Melalui sekolah-
sekolah -ini -dapat . dihasilkan pegawai-pegawal . yang praktis (practische
ambtenaren) dengan mewajibkan ujian akhir yang lebih mudah daripada yang
diwajibkan dalam ujian serupa untuk pegawai-pegawai di Eropa. Dicon:
tohkannya sekolah "dokter Jawa" yang ada dan sekolah yang masih akan
didirikan yaitu untuk. perwira pribumi (inlandsche officieren). Apabila
persyaratan di sekolah-sekolah tersebut direndahkan, maka bukan merupakan
ketidakadilan untuk membayar mereka pun dengan gaji yang lebih rendah
(alasan-yang terakhir ini dikaitkan dengan rencana memperluas lembaga-
lembaga. pemermtahan dan kehakiman, sedangkan keadaan keuangan Hmd1a~
Belanda ‘fterbatas). :

Dlmungkmkannya pendzdzkan hukum di Hmdaa Belanda adaiah juga
karena ada - perubahan ~dalam politik pendidikan kolonial (koloniale
onderwijspolitiek). Perubahan ini a.l. telah memberikan kesempatan yang
lebih besar kepada para anak pribumi untuk mendapat pendidikan Barat.
Perubahan ini terjadi pada akhir abad ke-19, a.l. ketika pada tahun 1892
mulai diadakan dua jenis sekolah dasar pribumi (inlandse scholen), yaitu
yang untuk anak-anak para kepala masyarakat pribumi (inlandse hoofden)
dan-mereka- yang terpandang .atau kaya, serta sekolah untuk anak anggota
masyarakat- pribumi pada umumnya. Yang terakhir ini mempunyai masa.
belajar tiga tahun dan mengajarkan: membaca, menulis dan berhitung.
Sedangkan yang pertama berlangsung lima tahun dan mengajarkan ketiga
pelajaran di atas,tetapi juga ilmu bumi, sejarah, pengetahuan alam,
menggambar tangan dan. mengukur tanzh. Untuk sekolah terakhlr ini
dlpermkan guru-guru lulusan kweekschool. -

~Menteri Jajahan dalam suratnya tanggal 14 Oktober 1905 memerin-
tahkan xepada Gubernur Jenderal untuk membentuk panitia penasihat yang.
membantu 'pe!aksanaan'pendirian suatu sekolah hukum (rechisschool), sejenis
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sek()}ah dokter Jawa" (didirikan 2 Januari 1849 dengan mula-mula: masa _
'__-pendldlkan hanya satu tahun, tetapi kemudian menjadi dua tahun dan’ dalam
tahun 1875 menjadi enam tahun), dan perencanaan jabatan-jabatan di bidang
kehakiman - (imagistraruur) yang dapat dipergunakan para pribumi lulusan-
 sekolah hukum ini. Dengan keputusan Gubernur Jenderal 1o, 12, tanggal 8
- Januari: 19(}6 ‘panitiaini dibentuk dengan ketuanya Dr. C. Snouck Hurgronje
: (yang juga menjabat Penasihat untuk Persoalan Pribumi dan Arab). Pada
tanggal-26 Juli 1909 didirikanlah sekolah hukum ini, dengan nama- resmn_

A [Uraxan di - atas: disarikan ‘dari :makalah {(belum terblt) Koesnam
stwosoebroto SH "De Rechtsschool (concept 11 Jum 1992)} -

Suam laporan dari Komxsx Pemermtah (dibentuk 4 Januari 1919)
berjudui "Her Rechiskundige Hooger Onderwijs™ a.l. menyimpulkan bahwa
keberadaan Rechisschool (RS) tidak dapat lagi dipertahankan, a.l. karena
adanya -rencana menyatukan sistem peradilan untuk semua golongan
penduduk. -Alasan utama yang diajukan adalah karena RS "... nier.de
toegang opent tot ambien bij de magistratur boven die van lana’raad voorzitter

.. ‘en dir 0ok niet kan doen, omdat de afkomelingen van de Rechtsschool met
gegradueerde juristen niet op een lijn gesteld kunnen worden”. Kekecewaan
tentang jabatan tertinggi yang dapat dipegang (ketua landraad) dantidak
dipandang samanya lu!usan RS dengan yuris yang lulus dari universitas;
menghasilkan usul Komisi: ... daz de Regeering eerst dan op afdoende wi ijze
in het-nijpend rekort aan vo!doend Juridisch onderlegd ambtenaarspersoneel
zalskunnen voorzien, waaneer zij besluit tor oprichting van een instelling; die
becogt hooger rechtsgeleerd onderwifs te geven, welke instelling echter ook
open moet staan voor allen, die, zonder voor de gouvernements dienst te
verbinden, zoodanig onderwijs wenschen te genieten. Het is te verwachten
dat deze laarsen niet gering in aantol zullen blijken te zijn”, Rupanya Komisi
optimis bahwa  dengan membuka Sekolah Tinggi Iimu Hukum fhooger
rechisgeleerd onderwijs), tidak saja jabatan: ambienaar pada gubernemen
yang dapat diisi tetapijuga jabatan di luar pemerintahan (seperti advokat).’

“Laporan tersebut kemudian mengusulkan: "Er wordt dus ingesteld een
Rechtshoogeschoo! aan welk het onderwijs zal worden gegeven, hoof-
dzakelijk, door Hoogleeraren, een school al dadelijk staande op een lijn-met
een rechisgeleerde faculteir in Nederland, daaraan ten volle gelijkwaardig,
zif ket dan gelifk dadelijk zal blijken, nier gelijkvormig. ... Her resultaat
echier; ..., bereikt zal worden, is dit: dar de geslaagde in her eindexamen
aan de Rechtshoogesckool zeker niet ten achter staar bij hem, die in Neder-
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_' @engan uralan dl atas Komm Pemermtah (yang diketuai oleh Ketua Hoogge- .
recktshof) ingin membentuk_ suatu Sekolah Tinggi Hukum yang memang.

- :tldak____s_ama bentuknya dengan fakultas yang. ada di Belanda, tetapi sama‘

-.dera}amya Lulusan yang dihasilkan RH. initidak akan kalah dengan mereka
©yang. ___e]anda telah Iulus dan mendapat gelar doktor daiam 1lmu hukum! '

_""deba;‘»avonden "praktische oefeningen’;: dan “privatissima” (térutarna

untuk mahasiswa yang tertarik) yang harus mempunyai sifat. "laboratoria’
: ;(dimana para; ‘mahasiswa di. bawah ‘bimbingan: dosen melakukan -penelitian

manditi afaupun mengerjakan suati bahan hukum secara mandiri). Jumlah

dosen dengan mahasiswa sebaiknya; tldak Iebih dari 1:24: Juga ada kewajiban

hadir pada kuliah, melakukan latihan praktis dan adanya blmbmgan yang

terus menerus dari para: dosen: kepada para mahasiswa (karena ‘itu "... dat"
van de vrije: - studie aldus weinig sprake zal zifn 7). Kurikulum memuat mata—

kuliah.yang berbeda dengan di Belanda: a.l; "de sociologie”, "het Javaansch

of her:Maléisch”, “her adatrecht”, "het intergentielrecht”, "de beginselen

van:het Mohammedaansch recht”,: "de instellingen-van den Islam”; "econo-
mische geschiedenis?, "sociale-aardrijkskunde "dan "de!leer van ﬁnanczepz_._ '
(Reglement van'de: Rechtshoogeschool,’S. 1924-457 = Besluit No. 1 ‘tanggal
9-Oktober 1924). Pada tanggal 28:Oktober-1924 Rechtshoogeschool dibuka
oleh:Gubernur:Jenderal: D.-Fock dan dengan pidato Prof. Mr. P. Scholten
(lihat catatan:ng.:2),: beﬂempat di- gedung yang sekarang dlkena sebagal
"Musium Gajah":di Jakarta. - -

LAMPIRAN III
Keadaan Le“nhaga Pendidikan Tinggi Hukum

Gans besar Jumlah lembaga pendadikan tinggi hukum d1 Indones:a
adaiah sebaga; berikut (statistik tahun 1990): '
a.  terdapat 26 fakultas hukum negeri yang tersebar di 22 propinsi (pr0p1n31
. yang tidak mempunyai fakultas hukum negeri adalah: Riau, Kalimantan
- Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara dan Timor Timur),
b. *‘terdapat 184 lembaga pendidikan tinggi swasta S-1" hukum,” ‘yaitu 158
fakuitas hukum dan 26 sekolah tinggi hukum, tersebar di 24 propinsi

k_;anﬁ_';' a-;dosen dan mahasmwa, mlsainya melalul resp_p_ns; A
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“i{yang tldak mempunyal adalah pr0p1n51 Sulawes; ‘Tenggara dan T:mor
' "muf) = _ ;

e ._:Apabnla peta geograﬁ penyebaran di atas dibagi dalam tiga wxlayah atau
kawasan ‘maka terdapat gambar sebagai berikut: '

ai Wﬁayah Barat terdapat 45 lembaga {diantaranya 7 fakultas hukum
negeri); luas wilayahnya seluruh pulau Sumatera dengan 8 propinsi;
di" Wilayah Tengah terdapat 132 lembaga {diantaranya 11 ‘fakultas
nkum - negeri); - fuas wxlayahnya seiumh puiau Jawa dan pulau '
Kalimanian dengan 9 propinsi; -

di*Wilayah Timur terdapat 33 lembaga (dlantaranya 3 fakultas hukum
i:negeri); luas w:layahnya adalah seluruh pulan Sulawesi (4 propinsi) dan
- propinsi-propinsi: Bali,” NTB, NTT, Maluku, Irian Jaya dan Timor
::.--:'-'-?i*;mur sehmgga seiuruhnya 10 propms;

' Apabxia kita sekarano mencoba menghitung jumlah lulusan S-1 hukum
da!am setahun, maka diperkirakan bahwa setiap fakultas ‘hukum negeri
menghasilkan rata-rata 150 lulusan per tahun, sehingga jumlah seluruh
lulusannya per tabun adalah: 3.900 sarjana hukum Sedangkan bila diperki-
rakan 158 fakultas hukum swasta dan 26 sekolah tingei (ilmu) hukum meng-
hasilkan rata-rata 50 lulusan per tahun, maka semua lulusannya per tahun
berjumlah: 9.200 sarjana hukum. Dengan demikian jumlah semua lulusan
sarjana hukum (negeri dan swasta) adalah: 13,100 orang lulusan baru: -per
tahun:atau setiap bulan dihasilkan rata-rata lebih dari 1.000 (seribu) sarjana
hukum baru. Mereka inilah yang perlu kita pikirkan agar mempunyai kemaw
hiran profesional dan siap kerja mandiri di dalam masyarakat!
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